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 Kekuatan Buku John Roosa



1) Sumber yang sahih

2) Analisis yang tajam

3) Kesimpulan yang baru



 Kelemahan utama G30S adalah tidak punya satu 
komando. Terdapat dua kelompok pimpinan yakni 
kalangan militer (Untung, Latief dan Sudjono) dan 
pihak Biro Chusus PKI (Sjam, Pono, Bono). 

 Sjam → peran sentral → penghubung antara kedua 
pihak ini. 

 Tidak didukung Presiden Sukarno bahkan diminta 
dihentikan, maka kebingungan terjadi.

 Ini menjelaskan mengapa antara pengumuman 
pertama dengan berikutnya terdapat selang waktu 5 
jam. Suatu kekeliruan besar dalam kudeta. 



 Dokumen Supardjo mengungkap mengapa gerakan

itu gagal. Kerancuan antara “penyelamatan

Presiden Sukarno” dan “percobaan kudeta” dengan

membubarkan kabinet .

 Jauh sebelumnya, AS mendiskusikan segala cara

untuk mendorong PKI bergerak lebih dahulu

sehingga dapat dipukul telak oleh Angkatan Darat.

 Karena sudah tahu sebelumnya, Soeharto adalah

jenderal yang paling siap tanggal 1 Oktober 1965.



 G30S →aksi (culik 7 jenderal dan hadapkan
kepada Presiden) bukan sebagai gerakan.
Karena aksi sekelompok orang di Jakarta
dilakukan secara serampangan maka dapat
diberantas satu-dua hari ditambah perlawanan
tidak berarti di Jawa Tengah. Namun aksi ini
(yang ternyata menewaskan 6 jenderal), oleh
Soeharto dijadikan dalih memberantas PKI
sampai ke akar-akarnya (yang di lapangan
menyebabkan terjadinya pembunuhan massal
setengah juta jiwa).



 Korban adalah orang perseorangan atau
kelompok orang yang mengalami penderitaan
baik fisik, mental maupun emosional,
kerugian ekonomi atau mengalami
pengabaian, pengurangan atau perampasan
hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung
dari pelanggaran hak asasi manusia yang
berat; termasuk korban adalah juga ahli
warisnya.

 Fasal 1 ayat 5 UU no 27 tahun 2004 tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.



 1) Enam Jenderal 

 2) Presiden Sukarno, ditahan di Wisma Yaso 
1968-1970 dan tidak dirawat semestinya. 
Kekuasaannya dicabut perlahan-lahan.

 3) 500.000 terbunuh 

 4) Ribuan eksil

 5) Tionghoa ganti nama dan diskriminasi

 6) 11.000 dibuang ke Buru (1969-1979) 

 7) Stigma terhadap korban dan keluarga      



















 LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban)

 Walikota Palu

 Apakah bisa melalui Palang Merah Indonesia 
dan/atau Palang Merah Internasional ?  

 Apakah pemulihan korban itu termasuk 
pemulihan aset (melalui pengadilan) ?  



 Rumah Sakirman (yang diperoleh tahun 1963),  di 
Jalan Surapati no 29 Bandung pada Pengadilan 
Negeri Bandung. 

 Rumah itu tersebut ditempati oleh Walawa (Wajib 
Latih Mahasiswa) kemudian Menwa (Resimen 
Mahasiswa) Unpad pasca G30S 1965. Perkara itu 
sudah sampai pada tahap kasasi dan diputuskan 
Mahkamah Agung tahun 2014 (Direktori Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia). 





 Perkara hukum yang bersifat individual lainnya adalah 
kasus Eddy Tanumihardja yang berlarut-larut sampai 
sekarang. Pada 15 April 1965, Pengadilan Ekonomi Cianjur 
menjatuhkan hukuman terhadap seorang warga negara 
asing bernama Tan Eng Hong. Majelis hakim antara lain 
menjatuhkan putusan berupa perampasan dan penyitaan 
harta Tan Eng Hong. 

 Ketika eksekusi dilaksanakan, yang mendapat sial adalah 
Eddy karena kebetulan namanya sama Tan Eng Hong. Saat 
proses persidangan di Pengadilan Ekonomi Cianjur 
berlangsung, sebagai anggota DPRGR tengah melawat ke 
Kamboja, Birma dan Vietnam. Pengadilan merampas dan 
menyita aset-aset atas nama Tan Eng Hong (alias Eddy 
Tanumihardja) di Cianjur.  



 Kabar eksekusi itu sampai juga ke telinga 
Eddy. Mengingat situasi politik saat itu, atas 
saran tokoh nasional Idham Chalid, untuk 
sementara Eddy menunda kepulangan ke 
Indonesia. Sekembali ke Tanah Air, pada 
1969 Eddy mengajukan surat peninjauan atas 
putusan Pengadilan Ekonomi Cianjur ke 
Mahkamah Agung, namun tak mendapat 
respon sama sekali.



 Pada 10 November 1986, Pengadilan Negeri (PN) Cianjur 
mengakui adanya kekeliruan mengenai hukum yang 
diterapkan (error in persona). Penyitaan telah salah karena 
dilakukan terhadap aset Tan Ang Hing yang WNI. Padahal, 
semestinya, eksekusi dilakukan terhadap aset Tan Eng 
Hong yang warga negara asing (WNA). PN Cianjur juga 
menyatakan Eddy telah menderita kerugian akibat 
kesalahan itu, dan mewajibkan Pemerintah membayar 
ganti rugi senilai harga barang yang disita negara.

 Tahun 1994, PT Sierlando selesai melakukan perhitungan 
ganti rugi yang harus dibayar kepada Eddy adalah Rp 167 
miliar. Namun menurut perhitungan appraisal independen 
Foo, Kon & Tan tahun 2007 jumlah ganti itu mencapai 
Rp1,4 triliun. 





 Kasus yang menimpa Eddy mendapat perhatian
Istana. Presiden Megawati menerbitkan Keppres 
No. 71 Tahun 2002 yang memutuskan untuk 
memberikan ganti rugi kepada Eddy dan isteri 
atas barang-barang yang telah disita negara 
sebesar nilai harga barang yang telah disita. 
Keppres ini juga menugaskan Menteri Keuangan 
untuk mengurus pembayaran ganti rugi tersebut. 
Selepas terbitnya Keppres, pada 21 Agustus 
2003, Menteri Keuangan membentuk Tim 
Koordinasi Pelaksanaan Keppres. Dalam 
perjalanannya Tim ini tetap belum bisa  
menentukan besarnya nilai yang harus dibayar 
negara. 


